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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata’ala, dzat yang Maha Agung, 
Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengn judul “Analisis 
Penyelesaian Sertipikat Ganda di Kota Makassar (Studi Kasus 
Sertipikat Ganda No.26/G/2014/PTUN.MKS)” sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan 
FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis 
kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 
yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda, dan penyelesaian 
kasus sertipikat ganda yang melibatkan lembaga yang berwenang yaitu 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota 
Makassar dalam penyelesaian sertipikat ganda di Kota Makassar. Dalam 
penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, 
sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat 
membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati. 
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menyerah untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan hasil terbaik. 
Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada 
penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi 
kesehatan dan perlindungan  oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan 
perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT 
memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.  
Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat 
penulis haturkan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas 
Hasanuddin 
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Unversitas Hasanuddin. 
8. Seluruh informan penulis di Kota Makassar, yakni Kepala Sub Seksi 
Pendaftaran hak, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di 
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I N T I S A R I 
 
Hardiyanti Hasan, Nomor Induk Mahasiswa E12113323, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Kolaboratif dalam 
Penyelesaian Sertipikat Ganda di Kota Makassar, dibawah bimbingan 
Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. 
A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
sertipikat ganda dan penyelesaian kasus sertipikat ganda serta untuk 
mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan 
mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan arsip, serta observasi 
dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, faktor penyebab terjadinya sertipikat 
ganda antara lain faktor teknis dalam artian sistem pemetaan, persoalan 
dokumentasi data tanah, tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah 
yang sudah lama berupa warkah tanah serta masyarakat atau pemilik tanah 
itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya dan tidak 
dimanfaatkan dengan baik, tidak mengetahui akan lokasi tanah yang 
dimiliki, adanya itikad tidak baik dari masyarakat atau pemilik tanah itu 
sendiri, dan penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terdapat dua cara 
penyelesaian yaitu melalui proses mediasi dan melalui proses litigasi atau 
penyelesaian kasus di pengadilan. 






















Hardiyanti Hasan. E12113323. Government Science Study Program. 
Faculty of Social Science and Politics, Hasanuddin University. Collaborative 
analysis in the settlement of dual certificates in the city of Makassar, under 
the supervision of Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si as supervisor I and  Dr. A. M 
Rusli, M.Si as supervisor II. 
 
This research aims to figure the reasons that is causing the occurrence of 
dual certificate and case settlement of dual certificate. This research uses 
qualitative method by describing the data descriptively. The data is 
collecting through interview, literature review, documentation and archives, 
and qualitative observation. 
 
The result of this research shows : first, the factors causing dual certificate 
are technical factors in terms of mapping systems. Second, land 
documentation issues; lack of data on long-standing land rights such as 
missives land. Moreover, the landowner does not pay attention to the land 
they own as well as does not manifest it properly. Therefore, they do not 
know about their own land location, the existence of bad faith of the owner 
and completion of dual certificate cases. There are two ways of 
accomplishing dual certificate, by mediation and litigation as known as 
settlement of cases in the court. 




















1.1. Latar Belakang Penelitian 
Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang 
corak kehidupan dan perekonomian rakyatnya masih bercorak agraris, 
dimana kehidupan rakyatnya masih bergantung pada tanah. Oleh karena 
itu tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting yang 
mencakupi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. 
Tanah merupakan salah satu faktor terpenting bagi kehidupan 
manusia, segala kebutuhan manusia hampir seluruhnya tersedia di dalam 
tanah. Bagi setiap warga Negara, tanah menjadi kebutuhan fundamental 
terlihat dari antusias setiap orang dalam hal memperoleh tanah yang 
diinginkan, maupun mempertahankan tanah yang telah dimiliki. 
Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) 
UUPA menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat (1) 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan 
sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan 
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penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang 
lebih tinggi.1  
Tanah merupakan faktor utama dalam melaksanakan 
pembangunan, meningkatnya pembangunan akan meningkatkan pula 
kebutuhan atas tanah, maka dari itu perlu adanya kewenangan pemerintah 
untuk menetapkan kebijaksanaan pertanahan dalam bentuk asas-asas 
penguasaan tanah yang pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan 
konstitusional pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mendukung 
kegiatan pembangunan guna meletakkan dasar bagi terciptanya suatu tata 
kehidupan dalam masyarakat dimana penguasaan tanah dapat 
memberikan nilai ekonomis secara maksimal dan jaminan hukum bagi yang 
mempunyainya. 
Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 
ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini 
dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan 
utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.2 Ketentuan dasar ini 
dilaksanakan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA 
                                                          
1 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 
Sertipikat dan Permasalahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), Hlm. 111. 
2 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah,  (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50. 
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yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat 
3 UUD 1945. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah Undang-undang yang memuat dasar-
dasar pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha 
pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan adanya 
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi 
bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya untuk 
kesejahteraan bersama secara adil.  
Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana penting untuk 
terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia, adanya 
jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan pasal 19 Undang-
undang Pokok Agraria untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah republik Indonesia ketentuan selanjutnya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah 
dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah. 
Dengan melihat ketentuan pasal 19 Undang-undang No 5 Tahun 
1960, maka akibat hukum dari pendaftaran tanah itu adalah berupa 
diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan sebutan 
sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 
pemegangan hak atas tanah. Sertipikat tanah yang diberikan itu akan 
memberikan arti dan peranan bagi pemegang hak yang bersangkutan. 
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Namun dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertipikat tanah, 
tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di atas 
sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih sertipikat tanah yang terbit di 
atas tanah yang sama ini lazim dikenal dengan tumpang tindihnya 
(overlapping) sertipikat yang membawa akibat ketidakpastian hukum 
pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.3 
Tumpang tindih sertipikat atau sertipikat ganda merupakan 
persoalan yang sering di temui di masyarakat, karena tanah merupakan hal 
yang sangat penting di dalam kehidupan, dimana persoalan tanah menjadi 
salah satu persoalan yang utama, serius, dan sensitif karena mudah 
menimbulkan konflik sosial dan juga melibatkan lembaga-lembaga yang 
berwenang dalam hal penyelesaiannya.  
Di Kota Makassar terdapat beberapa kasus yang menjadi prioritas 
pemerintah untuk diselesaikan, salah satunya adalah persoalan tanah, dan 
persoalan tanah yang masih terjadi saat ini adalah kasus sertipikat ganda 
yang diakibatkan oleh ketidakberesan administrasi pertanahan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) Kota Makassar, bahwa jumlah kasus sertipikat ganda terjadi di Kota 
Makassar selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti yang 
disajikan pada tabel berikut :4 
                                                          
3Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, 
(Bandung: Alumni, 1993), Hlm. 73. 
4 Sumber dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, Tahun 2017 
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Tabel 1. Jumlah Data Kasus Sertipikat Ganda di Kota Makassar 3  
Tahun Terakhir 
 
No Tahun Jumlah Kasus 
1. 2014 90 Kasus 
2. 2015 52 Kasus 
3. 2016 86 Kasus 
Total 228 Kasus 
     Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar, 2017 
Kasus sertipikat ganda menyebabkan ketidakpastian hukum dan 
cacat administrasi pertanahan, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan 
pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 bahwa tujuan pendaftaran 
tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan 
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, 
agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar, Untuk terselenggarakannya 
tertib administrasi pertanahan. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Sengketa 
dan Konflik Pertanahan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar bahwa : 
“Terjadinya kasus sertipikat ganda berarti telah terjadi Mal 
Administrasi, karena seharusnya tidak boleh lagi terbit sertipikat 
ganda, kalau sudah ada tidak boleh lagi di terbitkan sertipikat, karena 
kalau terjadi sertipikat ganda berarti sertipikat kedua pasti salah, 
karena asas administrasi tidak boleh terjadi overlapping atau 




Hal tersebut membuktikan bahwa kasus sertipikat ganda 
menyebabkan proses pertanahan menjadi tidak normal karena terbitnya 
sertipikat ganda tersebut telah menyalahi prosedur administrasi dalam 
menerbitkan sertipikat oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Contoh masalah yang berkaitan dengan terjadinya kasus sertipikat 
ganda yang terjadi pada tahun 2014 yaitu pada kasus yang termuat dalam 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar Nomor : 
26/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 26 juni 2014 yang terjadi antara Andi 
Maddusila Bin Andi Idjo dengan Bambang Sumijono diatas sebidang tanah 
yang sama dimana selaku penggugat yaitu Andi Maddusila Bin Andi Idjo 
mempunyai tanah yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan 
Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat 
pemberian tertanggal 23 juni 1958 yang dibuat oleh Andi Idjo Karaeng 
Lalolang (ayah penggugat) yang menerangkan bahwa selaku pemilik tanah 
di Kampung Pampang, dahulu termasuk kekuasaan pemerintahan distrik 
mangasa daerah swatantra tingkat II Gowa, dengan luas tanah + 5 Ha telah 
dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1958 sampai sekarang secara terus 
menerus serta telah membuat pagar tembok diatasnya dan penggugat baru 
mengetahui bahwa di atas tanah milik penggugat yang bersertipikat 




Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tidak meneliti terlebih dahulu 
data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat objek sengketa I sampai 
dengan objek sengketa VIII tersebut diterbitkan diatas sebagian tanah miik 
penggugat.  
Tindakan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang 
menerbitkan sertipikat objek sengketa diatas tanah milik penggugat tanpa 
persetujuan penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi 
bahwa sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. 
penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya. 
Hal tersebut membuat penggugat merasa keberatan dan 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Kota 
Makassar dengan menempatkan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai 
tergugat.  
Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) 
Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-
Undang Nomor 5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang 
mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang 
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
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dinyatakan batal atau tidak sah, atau dengan tanpa disertai tuntutan ganti 
rugi dan/atau direhabilitasi.  
Selain itu, terdapat pula kasus sertipikat ganda pada tahun 2015 dan 
2016, pada tahun 2015 terjadi kasus sertipikat ganda yaitu pada kasus yang 
termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar 
Nomor : 15/G/2015/P.TUN.Mks. tanggal 12 Maret 2015 yang terjadi antara 
Effendi Bin H. Arifin Siga dengan Kantor Pertanahan dan pihak ketiga H. 
Ambo Engka Abbas diatas sebidang tanah yang sama dimana selaku 
penggugat yaitu Effendi Bin H. Arifin Siga mempunyai tanah perkebunan 
seluas 25.000 M2 dengan Nomor Persil 162 DII Kohir 1187 C1 sesuai 
dengan akta jual beli Nomor : 42/Akta/KB/1989 tanggal 3 Mei 1989 dan 
telah terbit diatasnya sertipikat hak milik Nomor : 28/Desa Nirennuang, surat 
ukur Nomor : 420/1994 seluas 21.936 M2 atas nama H.Ambo Engka Abbas. 
Dengan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar yaitu menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Pejabat 
Tata Usaha Negara berupa dikeluarkannya Sertipikat pihak ketiga atas 
nama H. Ambo Engka Abbas, dan mewajibkan kepada tergugat dalam hal 
ini Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut sertiikat yang telah 
dinyatakan batal tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar 
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan untuk tingkat banding 
masing-masing sebanyak Rp.250.000,00 dan menghukum termohon 
kasasi dengan membayar biaya perkara Rp.500.000,00. Adapun contoh 
kasus pada tahun 2016 yaitu pada kasus yang termuat dalam putusan 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar Nomor : 
57/G/2016/P.TUN.Mks. tanggal 22 Juli tahun 2016 yang terjadi antara 
Saleh dengan Kantor Pertanahan dan pihak ketiga Muhammad Yasin AR 
diatas sebidang tanah yang sama pada sertipikat hak milik nomor : 00099 
desa bontoala tanggal 14 september tahun 1983, surat ukur/uraian batas 
nomor 660/1983 tanggal 6 september 1983 dengan luas 4.100 M2, dengan 
hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu 
menyatakan batal atau tidak sahnya surat Keputusan Tata Usaha Negara 
berupa sertipikat pihak ketiga atas nama Muhammad Yasin AR, dan 
mewajibkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara Kota Makassar untuk 
mencabut sertipikat yang telah dinyatakan batal tersebut dan menghukum 
tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan 
perkara ini.  
Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas seharusnya kasus 
seritipikat ganda tidak diharapkan terjadi karena tidak boleh terdapat dua 
sertipikat dalam satu lahan yang sama dalam artian telah menyalahi 
administrasi pertanahan dan untuk menerbitkan sertipikat tanah maka 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar harus melihat pada buku induk tanah sebagai acuan 
apakah tercatat telah diterbitkan sertipikat tanah atau belum dan meneliti 
data fisik dan data yuridis sebelum sertipikat tanah diterbitkan oleh 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan pertanahan nasional 
(BPN) Kota Makassar.  
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Dengan terjadinya kasus sertipikat ganda, membuat Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar menjadi sorotan, dan diperlukan penyelesaian yang melibatkan 
lembaga-lembaga berwenang seperti Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dimana dalam hal 
ini telah menerbitkan sertipikat tanah, dan terdapat pula Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar yang berperan untuk melaksanakan 
pengawasan secara yuridis dan memutuskan perkara kasus sertipikat 
ganda di Pengadilan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian mengenai “Analisis Penyelesaian Sertipikat 
Ganda di Kota Makassaar (Studi Kasus Sertipikat Ganda 
No.26/G/2014/PTUN.MKS)”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,  
permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan muculnya kasus sertipikat 
ganda di Kota Makassar?  







1.3. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini keseluruhan mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan muculnya kasus 
sertipikat ganda di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus sertipikat 
ganda di Kota Makassar. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1.  Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, 
khususnya perkembangan ilmu pemerintahan yang berfokus pada 
kajian kebijaksanaan pemerintahan dalam hal ini analisis 
penyelesaian kasus sertipikat ganda di Kota Makassar. 
2. Manfaat praktis, sebagai salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
3. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini di harapkan memberi 
nilai tambah yang selanjutnya dapat dikompariskan dengan 
penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji 






Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian 
lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. 
Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau 
memahami makna dibalik realitas yang ada. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Tinjauan tentang analisis 
Menurut Surayin kata analisis diartikan sebagai berikut :5 
“Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 
masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan 
komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk 
kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 
permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan 
pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat 
dipelajari dan  diterjemahkan dan memiliki arti”. 
Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty kata analisis di 
artikan sebagai :6 
“Penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan 
bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 
                                                          
5 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10. 
6 Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi), (Edisi Revisi, 
Yogyakarta : YPKN, 2002), hlm. 52. 
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Berdasarkan pengertian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 
analisis adalah kegiatan menguraikan berbagai bagian dari suatu data serta 
mengaitkannya untuk memperoleh pengertian yang tepat. 
2.1.2. Tinjauan tentang penyelesaian    
a.  Pengertian penyelesaian 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi penyelesaian 
yaitu  proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti 
seperti pemberesan, pemecahan).7 Penyelesaian atau pemecahan 
masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan 
proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan 
masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang 
memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan 
rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau 
sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak 
dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.8 
    Dalam tulisan ini, kata penyelesaian yang dimaksud yaitu 
penyelesaian kasus sertipikat ganda yang melibatkan lembaga berwenang 
dalam penyelesaian kasus sertipikat ganda di Kota Makassar, lembaga 
berwenang yang dimaksud antara lain Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar sebagai lembaga 
                                                          
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah diakses pada 3 juni 2017 pada pukul 20.20 
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non departmen pemerintahan yang menerbitkan sertifikat tanah dan 
lembaga peradilan hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara 
Kota Makassar yang memutuskan perkara pertanahan. 
➢ Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN)  
Dasar pembentukan Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Keputusan Presiden No. 
26 Tahun 1988. Sebagai panduan operasional Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), pimpinan lembaga ini kemudian mengeluarkan SK No. 
11/KBPN/1988 jo Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi 
dan Kabupaten/Kotamadya.9 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu lembaga 
pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 
Sebagai lembaga pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.10 
Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga 
pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan 
                                                          
9 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta: 
Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), Hal.274. 
10 Indonesia, Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan 
sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2015.11  
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas 
dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata 
Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu 
lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang. Atas perubahan ini sejak 27 Juli 2016 Jabatan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN)  dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. 
Perubahan nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) termuat 
dalam Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019.12 
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan 
Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
di setiap provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.13 
Adapun tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah 
sebagai berikut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan nasional, 
                                                          
11 Situs web resmi BPN 
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada jumat 28 April 2017 
pada pukul 17.55 
13 Ibid., Pasal 28 ayat 1 
16 
 
regional, dan sektoral.14 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi:15 
a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; 
c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dibidang 
pertanahan; 
d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 
pertanahan; 
e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan 
pemetaan di bidang pertanahan; 
f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin 
kepastian hukum; 
g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; 
h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan 
penataan wilayah-wilayah khusus; 
i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 
Negara/daerah bekerjasama dengan departemen keuangan; 
j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; 
k. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain; 
l. Penyelenggaraan dan pelaksaan kebijakan, perencanaan dan 
program di bidang pertanahan; 
                                                          
14 Ibid., Pasal 2 
15 Ibid., Pasal 3 
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m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 
n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan 
konflik di bidang pertanahan. 
o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.  
p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.  
q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di 
bidang pertanahan.  
r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.  
s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 
bidang pertanahan. 
t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, 
dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
➢ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
▪ Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah 
lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang 
berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan 
Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden 
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dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan 
Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan 
Tata Usaha Negara dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara), 
Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. 
▪ Tugas Pokok Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Tugas Pokok Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara lain:16 
1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha 
Negara Jakarta (PTUN Jakarta), dengan berpedoman pada 
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang 
Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 
2009 dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan lain 
yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, 
SEMA, PERMA, dll). 
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang. 
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), 
                                                          
16 Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai 
Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta 
dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat 
dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta 
memenuhi harapan para pencari keadilan (justiciabelen). 
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
Peradilan guna meningkatan dan memantapkan martabat 
dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai 
benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai 
tuntutan Undang-undang Dasar 1945. 
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang 
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, 
tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
6. Membina calon hakim dengan memberikan bekal 
pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan 
Tata Usaha Negara agar menjadi hakim yang profesional. 
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▪ Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional 
serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, 
tekhnis, yustisial maupun administrasi umum. 
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 
laku hakim dan pegawai lainnya. 
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang 
kehakiman. 
2.1.3. Tinjauan tentang sertipikat ganda 
a. Pendaftaran tanah 
Menurut Budi Harsono Pendaftaran tanah diartikan sebagai 
berikut:17  
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya”. 
Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian 
hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
                                                          
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, UUPA, Isi, dan pelaksanaan, 
(Jakarta: Djambatan, 1999), Hlm. 460. 
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masyarakat dan pemerintah.18 Dengan pelaksanaan pelaksanaan 
pendaftaran tanah diharapkan bahwa seseorang lebih merasa aman tidak 
ada gangguan atas hak yang dipunyainya. Jaminan kepastian hukum 
terhadap pemegang hak atas tanah adalah sangat digantungkan kepada 
sistem apakah yang dianut dalam melaksanakan pendaftaran tanah.19  
Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA, bahwa 
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 
hukum (rechtskadaster/legal cadastre). Secara lebih rinci tujuan 
pendaftaran tanah diuraikan dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 sebagai 
berikut :20 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada 
pemegang hak diberikan sertipikat sebagai suart tanda 
buktinya. Tujuan inilah yang merupakan tujuan utama dari 
pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 
UUPA. 
                                                          
18 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, (Jakarta: Bumi Bhakti 
Adhi Guna, 1993), Hlm. 3. 
19 Bachtiar Effendie, Op.cit., hlm 25. 
20 https://dunianotaris.wordpress.com/2011/04/12/tujuan-pendaftaran-tanah/, diakses pada 
minggu, 29 januari 2017 pukul 07.45 wita 
22 
 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Penyajian data 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya 
tata usaha pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk yang 
dikenal dengan daftar umum, yang terdiri atas peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar 
nama. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan, terutama 
calon pembeli atau calon kreditur, sebelum melakukan suatu 
perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan 
rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak 
mengetahui dat yang tersimpan dalam daftar-daftar di Kantor 
Pertanahan tersebut. Hal inilah yang sesuai dengan asas 
terbuka dari pendaftaran tanah. 
3. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan, 
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan 
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk 
mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan 
satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan 
hapusnya wajib didaftar. 
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Adapun mengenai kepastian hukum yang dimaksud menurut Irawan 
Soerodjo adalah meliputi :21 
1) Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi 
pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan 
dengan siapakah pemegang hak atas tanah disebut 
dengan kepastian subyek ha katas tanah. 
2) Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, 
panjang dan lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan 
letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah ini 
disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas 
tanah. 
Tanah yang telah didaftarkan tentunya memiliki informasi-informasi 
yang berkaitan dengan tanah tersebut. Tiap-tiap tanah yang telah 
didaftarkan akan diberikan nomor untuk mempermudah pencarian 
keterangan atau informasi atas tanah tersebut apabila diperlukan. Tanah 
yang sudah didaftarkan tentunya harus memiliki bukti-bukti autentik dalam 
bentuk tertulis. Bukti autentik tersebut dibuat dan diterbitkan dalam bentuk 
sertipikat hak. Oleh karena itu, secara yuridis Negara mengakui kepemilikan 
atas suatu tanah terhadap subyek ha katas tanah yang namanya terdaftar 
dalam sertipikat tanah tersebut dan dengan demikian maka pihak lain tidak 
dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan jenis-
jenis tanah apa saja yang harus didaftarkan sebagaimana yang ditentukan 
pada Pasal 9 ayat 1 mengenai obyek pendaftaran tanah meliputi: 
                                                          




a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 
b. Tanah hak pengelolaan 
c. Tanah wakaf 
d. Hak milik atas satuan rumah susun 
e. Hak tanggungan 
f. Tanah Negara 
Prof. Pitlo dalam buku beliau “Het System Van Het Nederlands 
Privaatrecht”, Halaman 136 menyatakan bahwa :22 
“pada saat dilakukan pendaftaran tanah maka hubungan 
pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada 
pihak ketiga atau masyarakat umum. Sejak saat itu pulalah 
pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan-
hubungan antara orang dengan tanahnya dimaksud untuk 
mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hak tersebut 
sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatutan. Dari hal 
ini dapat kita lihat betapa pentingnya arti pendaftaran tanah 
tersebut dalam hubungannya dengan hak keperdataan 
seseorang anggota masyarakat”.  
Dalam sistem pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu pemberian hak tanah secara individual dan 
pemberian hak atas tanah secara kolektif. Berikut pengertiannya :23 
1. Pemberian hak atas tanah secara individual adalah pemberian 
hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau kepada badan 
                                                          
22 Lihat Pitlo, (Het System Van Het Nederlands Privaatrecht, 1968, Hal.136) dalam Bachtiar 
Effendie Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, (Bandung: 
Alumni, 1993), Hlm. 25 
23 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315950-T31901-Sertifikat%20ganda.pdf diakses pada 
selasa 26 april 2017 pada pukul 17.21. 
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hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau kepada 
beberapa badan hukum yang secara bersama bertindak sebagai 
penerima hak yang dilakukan dengan satu penetapan. 
2. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian atas beberapa 
bidang tanah yang diberikan kepada seseorang atau kepada 
sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau kepada 
beberapa badan hukum sebagai penerima hak yang diberikan 
dengan satu penetapan. 
Hak-hak atas tanah yang diberikan, baik secara individual maupun 
kolektif, wajib untuk dicantumkan sebagai persyaratan untuk izin peralihan 
hak. Izin peralihan hak dicatatkan di dalam  sertipikat. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kalinya meliputi :24 
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan 
haknya; 
c. Penerbitan sertipikat; 
                                                          
24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14 
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d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, dikenal adanya dua sistem dari pendaftaran tanah di 
Indonesia, yakni sistem pendaftaran secara sistematik dan sistem 
pendaftaran tanah secara sporadik. 
1. Pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dijelaskan 
pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan. 
2. Pendaftaran tanah secara sporadik dijelaskan pada Pasal 1 
Angka 11 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, sporadik adalah 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu 
atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 
secara massal.  
Bahwa pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh 
pemerintah terhadap semua obyek pendaftaran tanah sebagaimana 
ditentukan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 
sedangkan pendaftaran secara sporadik merupakan pendaftaran terhadap 
satu jenis obyek pendaftaran tanah atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
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selain itu, pendaftaran tanah secara sistematik hanya dapat dilakukan oleh 
pemerintah terhadap tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah 
sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan oleh perorangan 
maupun massal terhadap tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum 
terdaftar. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam 
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah : 
1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah 
secara sporadik. 
2) Pendaftaran secara sistematik didasarkan pada suatu rencana 
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 
menteri.  
3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai 
wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui 
pendaftaran secara sporadik. 
4) Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan 
atas permintaan pihak yang berkepentingan. 
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Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum atas tanah bagi pemegang haknya, Dilakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
1). Kegiatan dalam bidang yuridis berupa pengumpulan keterangan 
atau menginvetarisasi : 
a. Hak atas tanah (status hukum dari tanah) 
b. Siapa pemegang haknya (Subyeknya) 
c. Hak-hak atau beban lain yang ada diatas tanah 
2). Kegiatan dalam bidang teknik geodesi, berupa pengukuran 
pemetaan tanah dengan hasil peta-peta pemilikan tanah, surat-surat 
ukur dan gambar situasi. 
3). Kegiatan dalam bidang administrative berupa pembukuan hasil 
kegiatan yuridis dan teknis geodesi diatas, dalam daftar umum 
secara berkelanjutan dan terus menerus. 
4). Pemberian sertipikat atau surat-surat tanda bukti hak dan pemberian 
keterangan serta pelayanan kepada masyarakat mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan hak atas tanah seprti yang 
tercantum dalam daftar umum. 
Adapun mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
berdasarkan atas ketentuan pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, 
dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut : 
a)      Pengumpulan dan pengolaan data fisik; 
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b)      Pengumpulan dan pengolaan data yuridis serta 
pembukuan haknya; 
c)       Penerbitan setipikat 
d)      Penyajian data fisik dan yuridis 
e)      Penyediaan daftar umum dan dokumen; 
b.  Sertipikat tanah 
Sertipikat tanah adalah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat 
ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang 
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sertipikat tanah itu 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegangan sebidang 
tanah. Kuat di sini mengandung arti bahwa sertipikat tanah itu tidaklah 
merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi sertipikat tanah 
menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa 
digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuktikan di muka Pengadilan 
Negeri bahwa sertipikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak 
benar.25  
Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk dafar yang memuat data 
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada 
haknya. (Pasal 1 Angka 19 PP No. 24 Tahun 1997). 




Menurut Ali Achmad Chomsah, yang dimaksud dengan sertipikat 
adalah:26  
“Surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan 
surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya 
ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional.” 
Adapun pengertian Sertipikat Tanah menurut Yamin Lubis dan Abd. 
Rahim Lubis adalah:27 
a. Di dalam hukum agraria pengertian sertipikat pada 
dasarnya merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas 
tanah dan merupakan satu-satunya pembuktian formal 
hak atas tanah; atau dengan kata lain dapat dikatakan 
bahwa sertipikat merupakan turunan atau salinan dari 
buku tanah dan surat ukur.    
b.  Daftar Umum di dalam rangkah pendaftaran tanah terdiri 
dari daftar tanah; daftar nama; daftar buku tanah, dan 
daftar surat ukur yang merupakan hasil kegiatan 
inventarisasi (pendaftaran tanah) Desa demi Desa atau 
sporandis dalam rangka pelayanan masyarakat. 
c. Surat ukur adalah akta autentik yang secara jelas 
menguraikan objek hak atas tanah, letak, luas, tanda dan 
petunjuk batas dan sebagainya. 
d. Gambar tanah, dapat diperoleh melalui kutipan peta tanah 
(krawangan) 
Mengenai jenis Sertipikat Tanah Ali Achmad Chomsah berpendapat 
bahwa sampai saat ini ada 3 jenis sertipikat yaitu :28 
a.  Sertipikat hak atas tanah yang biasa disebut sertipikat 
                                                          
26 Ali Achmad Chomsah, Op cit., Hlm: 122 
27 Prof. Dr. Mhd Yamin Lubis, S.H.,MS.,CN. Dan Abd. Rahim Lubis, S.H., M.Kn., Hukum 
Pendaftaran Tanah. Ed.Rev, (Medan: Mandar Maju, 2010), hlm: 204. 
28 Ali Achmad Chomsah, Op.Cit. Hlm:125 
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b.  Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dikenal 
sebagai Sertipikat Hypotheek dan Sertipikat 
Credietverband. Setelah berlakunya undang-undang No.4 
Tahun 1996 tentang hak tanggungan, penyebutan 
sertipikat Hypoteek dan Sertipikat Credietverband sudah 
tidak digunakan lagi yang ada penyebutannya adalah 
sertipikat hak tanggungan saja. 
c.   Sertipikat hak milik atas  satuan rumah susun. 
Sertipikat memberikan berbagai manfaat, misalnya dapat 
mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain, 
memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak 
lain untuk kegiatan pembangunan, serta mempersingkat proses peralihan 
serta pembebanan hak atas tanah. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki 
sertipikat mempunyai nilai lebih. Sebab, dibandingkan dengan alat bukti 
tertulis lain, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya harus 
dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan 
dengan alat bukti lain.29  
Tujuan dari diterbitkannya sertipikat adalah untuk kepentingan dari 
pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis 
sebagaimana yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Adanya sertipikat 
dapat menjadi bukti autentik dari si pemegang sertipikat sehingga apabila 
ada pihak lain yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, 
                                                          
29 Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 
Kompas, 2001), hlm. 202. 
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pemegang sertipikat memiliki bukti yang kuat bahwa secara hukum dia 
adalah pemilik tanah tersebut.30 
Secara umum fungsi kegunaan dari sebuah sertipikat tanah adalah 
merupakan alat pembuktian yang kuat bahwa si pemegang hak atau orang 
yang namanya tercantum dalam sertipikat tanah adalah orang yang berhak 
atas tanah yang bersangkutan.31 
Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang 
Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, 
sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda 
bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.32 
c. Sertipikat ganda 
Menurut Ali Achmad Chomzah sertipikat ganda diartikan sebagai 
berikut :33 
“Yang dimaksud dengan Sertipikat Ganda adalah sertipikat-sertipikat 
yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan 
demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau 
lebih yang berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan 
                                                          
30 Jimmy Joses Sembiring, Paduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 
43. 
31 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, (Bandung: Maju Mundur, 2009), Hlm. 31. 
32 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 57. 
33 Ali Achmad Chomzah, Op.cit., hlm. 139 
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Sertipikat Tumpang Tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang 
maupun tumpang tindih sebagian daripada tanah tersebut”. 
Sertipikat Ganda ini terjadi karena sertipikat tersebut tidak dipetakan 
dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila 
peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap Kantor Pertanahan 
dibuat, dan atau digambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka 
kemungkinan terjadinya sertipikat ganda akan kecil sekali.34 
Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sertipikat ganda 
umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun. 
Muculnya sertipikat ganda disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut 
:35 
1) Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, 
pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak 
tanah dan batas tanah yang salah. 
2) Adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti 
mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atautidak berlaku lagi. 
3) Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta 
pendaftaran tanahnya. 
Menurut Ali Achmad Chomzah dalam bukunya, yang tidak termasuk 
dalam kategori sertipikat ganda yaitu :36 
                                                          
34 Ibid., 
35 Supranowo, Sertifikat dan Permasalahannya, Makalah pada Seminar Nasional “Kegunaan 
Sertifikat dan Permasalahannya” Yogyakarta, 9 Juli 1992, hlm. 8. 
36 Ali Achmad Chomzah, Op.cit., hlm. 139 
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a) Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yang 
hilang. 
b) Sertipikat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertipikat yang 
rusak. 
c) Sertipikat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertipikat yang 
dibatalkan. 
Hal tersebut dikarenakan sertipikat-sertipikat yang dimaksud (yang 





















2.2. Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
                                            
      














Sertipikat Ganda No 
26/G/2014/PTUN.MKS) 
Regulasi 
• UU No 5 Tahun 1960 
 
• Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah 
 
• Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun  1997 tentang ketentuan 
pelaksanaan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 










❖ Alur Proses Pendaftaran Tanah sampai dengan Terbitnya 
Sertipikat Tanah di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar 
Proses pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat 
tanah di Kantor Kementrian Agrarian dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar adalah sebagai berikut :37 
1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Kedua Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Angka 
Romawi I tentang Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, 
Angka (1) tentang Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak, 
dengan syarat-syarat yaitu: 
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. 
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
c. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket. 
d. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat. 
                                                          
37 Sumber Kantor Pertanahan Kota Makassar 
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e. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SBB 
(BPHTB). 
f. Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai dengan ketentuan. 
Dengan bagan alir seperti pada gambar berikut : 
Gambar 1. Proses konversi, pengakuan, dan penegasan hak 
 
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Makassar, 2017 
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2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Kedua Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang 
standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, Angka romawi I 
tentang Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertamakali, Angka (2) 
tentang Pemberian Hak Milik Perorangan, dengan syarat-syarat 
yaitu : 
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. 
b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 
c. Fotokopi identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket. 
d. Asli bukti perolehan tanah/alas hak. 
e. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 
dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari 
pemerintah 
f. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh poetugas loket, penyerahan bukti SSB 
(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak). 





Dengan bagan alir seperti pada gambar berikut : 
Gambar 2. Proses pemberian hak milik/hak guna bangunan/hak 
pakai/hak pengelolaan (penerbitan dan pendaftaran SK HAT) 
 
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Makassar, 2017 
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Waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan sertipikat tanah di 
kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BAdan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Lampiran Kedua 
Peraturan Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, mengenai lamanya waktu 
permohonan atas obyek tanah dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Untuk kegiatan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak selama 
98 hari. 
2. Untuk kegiatan Pemberian Hak Milik Perorangan selama : 
a. Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
b. Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
5.000 M2 
c. Selama 97 hari untuk : 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 M2 
3. Untuk Pemberian Hak Milik Badan Hukum selama  
a.  Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian untuk luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
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b.  Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
5.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk : 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 M2 
4. Untuk kegiatan Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan 
selama: 
a.  Selama 38 hari untuk : 
- Untuk luasan tidak lebih dari 2000 M2 
b.  Selama 57 hari untuk : 
- Untuk luasan lebih dari 2000 M2 s/d 150.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk : 
-    Untuk luasan lebih dari 150.000 M2 
5. Untuk kegiatan Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum 
selama : 
a. Selama 38 hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 M2 
b. Selama 57 hari untuk luasan lebih dari 2.000 M2 s/d 150.000 M2 
c. Selama 97 hari untuk luasan lebih dari 150.000 M2 
6. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Perorangan WNI selama : 
a.  Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
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b.  Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
150.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 
150.000 M2 
7. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Perorangan WNA selama : 
a. Selama 38 hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 M2 
b. Selama 57 hari untuk luasan lebih dari 2.000 M2 s/d 150.000 M2 
c. Selama 97 hari untuk luasan lebih dari 150.000 M2 
8. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 
selama : 
a.  Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
(kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 
b.  Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
150.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk tanah pertanian untuk luasan lebih dari 
150.000 M2 
9. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing selama : 
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a.  Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
(kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 
b.  Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
150.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 
150.000 M2 
10. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Instansi selama : 
a.  Selama 38 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 
(kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) 
b.  Selama 57 hari untuk : 
- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s/d 
150.000 M2 
c.  Selama 97 hari untuk tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 
150.000 M2 
11. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pakai Pemerintah Asing selama : 
a. Selama 38 hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 M2 
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b. Selama 57 hari untuk luasan lebih dari 2.000 M2 s/d 150.000 M2 
c. Selama 97 hari untuk luasan lebih dari 150.000 M2 
12. Untuk kegiatan Pemberian Hak Pengelolaan Instansi 
Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD selama 97 hari 
13. Untuk kegiatan wakaf yang berasal dari tanah belum bersertipikat 
(Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak) selama 98 hari 
14. Untuk kegiatan wakaf yang berasal dari tanah negara selama 57 hari 
15. Untuk kegiatan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
selama : 
a. Selama 30 hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit 
b. Selama 60 hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s/d 500 unit 
c. Selama 90 hari untuk jumlah lebih dari 500 unit 
16. Untuk kegiatan Pemberian Hak Guna Usaha Perorangan selama 38 
hari 
17. Untuk kegiatan Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum selama: 
a. Selama 38 hari untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha 
b. Selama 78 hari untuk luasan lebih dari 200 Ha s/d 1.000 Ha 
c. Selama 93 hari untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s/d 3.000 Ha 
d. Selama 108 hari untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s/d 6.000 Ha 
e. Selama 123 hari untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s/d 9.000 Ha 
f. Selama 138 hari untuk luasan lebih dari 9.000 Ha 
Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan 
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sertipikat tanah yaitu adanya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negri, adanya 
pencatatan-pencatatan yang ada pada data Kantor Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta adanya 

















Gambar 3. Alur penerbitan sertipikat tanah, terjadinya sertipikat 






















Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar 
Tanah yang 
telah memiliki  
sertifikat  
























3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang Analisis Penyelesaian Sertipikat 
Ganda (Studi Kasus Sertipikat Ganda Nomor : 26/G/2014/PTUN.MKS) yaitu 
pada: (1). Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar (2). Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Kota Makassar (3). Kantor Kelurahan Pampang 
Kecamatan Panakukang Kota Makassar. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 
Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran dan Analisis Penyelesaian 
Sertipikat Ganda (Studi Kasus Sertipikat Ganda Nomor : 
26/G/2014/PTUN.MKS) yang melibatkan lembaga berwenang seperti 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota 
Makassar dalam menyelesaikan kasus sertipikat ganda di Kota Makassar. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian. Teknik–teknik tersebut meliputi Interview (wawancara), 
Observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Lebih lanjut, teknik-teknik 





Wawancara mendalam yang akan dilakukan penulis adalah dengan 
cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan masalah 
yang sedang diteliti. Peniliti melakukan pengumpulan data dengan 
cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada 
fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya 
pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar 
paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan 
informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan 
data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang 
akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti  sudah merasa data 
yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang 
diteliti.  
b. Studi pustaka  
Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-
buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran 
data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet. 
c. Dokumentasi dan arsip 
Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan 
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jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data 
yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena 
dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 
penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data 
yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud 
adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data 
statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan  tulisan 
ilmiah. 
d. Observasi 
Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
3.4. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat 
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini 
dipilih karena dianggap paling banyak mengetahui atau bahkan terlibat 
langsung dalam penyelesaian kasus sertipikat ganda di Kota Makassar. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sampel 
secara purposive sampling dengan maksud atau tujuan tertentu, peneliti 
menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi 





Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1. Masyarakat : a. Masyaralkat umum 
b. Masyarakat yang terkena dampak sertipikat 
ganda (penggugat dan tergugat) 
2. Ketua RT/RW 
3. Pemerintah Kelurahan 
4. Kepala Seksi Konflik Sengketa 
5. Panitera 
3.5. Jenis data 
1) Sumber data  
  Data merupakan suatu alat untuk memperjelas pikiran yang 
sesungguhnya merupakan sumber informasi yang diperoleh dari sebuah 
data. Sedangkan sumber data adalah subjek kajian dari mana data 
diperoleh. 
  Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan 
beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan 
bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan 
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dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi 
yang terkait dalam penelitian.   
b. Data Sekunder 
Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data 
sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data 
sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian 
pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari 
lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
2) Bahan hukum 
Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-
undangan, catatan resmi dan putusan hakim.  
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni putusan 
hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar terkait kasus 
sertipikat ganda. 
3.6. Definisi operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini  antara lain: 
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▪ Untuk menjamin hak atas tanah yang telah didaftarkan maka 
diterbitkan sertifikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut pasal 19 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 yang lebih rinci diuraikan dalam 
Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
▪ Proses penerbitan sertipikat tanah berawal dari pendaftaran 
tanah yang dilakukan dimana diawali dengan permohonan surat 
keterangan sporadik yang diajukan kepada RT/RW, Kelurahan 
sebagai dasar diajukan permohonan ke Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 
mendapatkan sertipikat. Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertipikat 
tanah namun sebelumnya terlebih dahulu  melakukan 
pengukuran tanah hal ini lebih rinci tertera pada Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997.  
▪ Dalam hal sertifikat tanah tidak jarang terjadi tumpang tindih 
sertipikat atau sertipikat ganda yang mengakibatkan 
ketidakpastian hukum dan cacat administrasi dimana hal ini tidak 
sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas 
tanah dan juga menciptakan tertib administrasi pertanahan. 
▪ Faktor penyebab yang dimaksud adalah faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda. 
▪ Penyelesaian Kasus sertipikat ganda Nomor : 
26/G/2014/PTUN.MKS yang melibatkan lembaga berwenang 
seperti Pejabat Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sertipikat ganda 
dimana dihadirkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku penerbit 
sertipikat tanah dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
sebagai pemutus perkara dan dengan adanya keputusan dari 
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrakh 
maka  Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan agar 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) untuk mencabut sertipikat yang telah dinyatakan 
batal di pengadilan oleh Majelis Hakim dengan mengeluarkan 





3.7. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyempurnaan data kedalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematis fakta dan data yang diperoleh serta hasil penelitian, baik 
dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk memperjelas gambaran 
hasil penelitian. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis, yaitu: 
▪ Pengelompokan data. Tahapan ini merupakan tahapan awal 
yang dilakukan oleh peneliti  dalam rangkaian analisis data untuk 
mengelompokkan hasil temuan  diantaranya hasil wawancara 
dari setiap informan, hasil studi pustaka yang dilakukan dan 
dokumen yang diperoleh penulis. 
▪ Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan 
data mentah, dengan menggunakan alat seperti alat perekam, 
catatan lapangan serta observasi yang dilakukan penulis selama 
berada di lokasi penelitian. Pada tahapan ini penulis sekaligus 
melakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan 
data dari catatan lapangan dan transkrip hasil wawancara. 
▪ Analisis Isi. Tahapan analisis dilakukan berdasarkan hasil reduksi 
data penelitian untuk mendapatkan tingkat perbedaan dan 
hubungan atau korelasi dari setiap temuan baik hasil wawancara, 
studi pustaka dan dokumen. 
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▪ Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 

























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian beserta  
hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kota Makassar yang meliputi sejarah dan 
kondisi geografis Kota Makassar, Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan nasional (BPN), Pengadilan Tata Usaha 
Negara Kota (PTUN) Makassar. Selain itu, bab ini menguraikan faktor 
penyebab terjadinya setipikat ganda, kasus posisi dan putusan hakim serta 
kolaborasi atau keterlibatan lembaga berwenang dalam penyelesaian 
sertipikat ganda. 
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kota Makassar 
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab 
Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah 
satu daerah taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 
Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang 
benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat 
kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara 
Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk 
mengatur perdagangan. 
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang 
dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di 
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Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan 
bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak 
melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk 
memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masjid di Makassar (1910-
1934). 
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa 
meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, 
pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat 
berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat 
yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di 
kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-
pedagang dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari 
kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, 
Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). 
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin 
kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik 
monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui 
VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung 
Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan 
terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu 
Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. 
Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan 
beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo 
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(Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian 
Bongaya.38 
4.1.2.  Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia 
dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, 
wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 
derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter 
dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 
dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai 
yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai 
Jeneberang yang bermuara di selatan kota.  
b. Luas dan batas wilayah administrasi Kota Makassar 
Luas dan batas wilayah administrasi Luas Wilayah Kota Makassar 
tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif 
sebagai berikut : 
• Sebelah Utara : Kabupaten Maros  
•  Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa  
• Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros  
                                                          
38 http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html diakses pada selasa 26 april 2017 
pada pukul 17.22 
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•  Sebelah Barat : Selat Makassar  
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 
143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, 
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. 
Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan 
Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan 
Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, 
Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, 
Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-
masing kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :39 
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Makassar 











































 Jumlah 17.577.000 





                                                          
39 Sumber dari kantor pertanahan nasional kota Makassar, Tahun 2017 
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4.2. Gambaran Umum Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
a). Gambaran Umum Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kantor Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non departemen 
yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri berada di bawah tanggung 
jawab kepada presiden dan pimpinan oleh kepala (sesuai Perpres No. 20 
Tahun 2015). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas 
melaksanakan Nasional, regional, maupun sektoral. 
Adapun agenda Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar adalah : 
1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). 
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran 
tanah. 
3. Memastikan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah 
4. Menyelesaikan persyaratan atas pertanahan di daerah-
daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di 
seluruh tanah air 
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa 
dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara otomatis. 
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6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen (SIMTANAS) 
dan sistem pengamanan dokumen. 
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 
8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah 
skala besar. 
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan 
perundang-undangan pertanahan yang ditetapkan. 
10. Menata kelembagaan. 
11. Mengembangkan dan memperbaiki politik dan kebijakan 
pertanahan. 
Penilaian kinerja suatu instansi adalah kegiatan membandingkan 
antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan 
apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan visi dan 
misi Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar yaitu :40 
Visi : 
 “Bersertipikatnya seluruh Bidang Tanah dalam Wilayah Kota 
Makassar Tahun 2020”. 
Misi : 
1. Meningkatkan penyelesaian Sertipikat Hak atas Tanah.  
                                                          
40 Sumber Kantor Pertanahan Kota Makassar  
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2. Meningkatkan Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan 
Kepemilikan Tanah yang efektif. 
3. Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta 
perlindungan hukum kepada masyarakat dan investor. 
4. Mendukung peningkatan Ekonomi masyarakat dalam rangka 
mewujudkan Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, 
Budaya dan Jasa yang berorientasi global, berwawasan 
lingkungan dan paling bersahabat. 
Janji/Maklumat Pelayanan : 
1. Memberikan layanan sesuai Norma,Standar, Prosedur dan 
Kriteria. 
2. Bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, dan tidak diskriminatif. 
3. Memberikan kemudahan dalam memberikan informasi yang 
diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
4. Merespon cepat keluhan pengguna layanan pertanahan. 
5. Melakukan inovasi pelayanan untuk memenuhi standar 
pelayanan prima. 
b). Susunan Organisasi Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar 
Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dipimpin oleh satu orang 
Kepala Kantor yang membawahi satu Kepala Sub Bagian dan lima Kepala 
Seksi. Masing-masing Kepala Seksi membawahi Kepala Sub Seksi dan 
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masing-masing Kepala Sub Seksi membawahi staf-stafnya. Demikian 
terjadi kepemimpinan secara hierarki dari atas sampai bawah. 
a. Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas dari Bagian Tata Usaha adalah : 
1. Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan 
organisasi Kantor Pertanahan 
2. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan 
peraturan perundang-undangan 
3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan 
dan rumah tangga kantor. 
      Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atasa, maka dapat dilihat 
fungsi dari sub bagian tata usaha adalah : 
1. Mengelola data informasi 
2. Menyusun rencana program dan anggaran serta laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah 
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian 
4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran 
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan 
prasarana. 
 
b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 
Seksi ini mempunyai tugas melakukan survey, pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, peratapan kerangka dasar, 
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pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi 
tanah, serta penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai 
tanah. 
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah 
  Bagian ini bertugas untuk mengurus pendaftaran, peralihan dan 
pembebanan hak atas tanah serta melakukan bimbingan kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pemberdayaan 
  Bagian ini bertugas untuk mengumpulkan data dan menyiapkan 
pengaturan, penggunaan tanah, dan perubahan penatagunaan tanah. 
e. Seksi pengendalian dan pemberdayaan 
   Bagian ini bertugas untuk menyiapkan dan melakukan pengendalian 
dan pemberdayaan tanah masyarakat. 
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 
   Bagian ini mengatasi dan menyelesaikan sengketa, konflik dan 
perkara yang timbul dalam pelaksanaan maupun hasil dari kegiatan serta 
menjadi wakil di pengadilan karena adanya sengketa, konflik dan perkara 
yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah. 
Adapun susunan organisasi Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar adalah sebagai 
berikut :41 
 
                                                          
41 Sumber Data Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2017 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Makassar 
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4.3.  Gambaran Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota  
Makassar 
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar 
Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Makassar 
(dahulu Ujung Pandang) tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan 
Peradilan Tata Usaha Negara PERATUN di Indonesia, yang berawal dari 
lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang diundangkan tanggal 29 Desember 1986, namun 
peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. 
Hal mana disebutkan dalam Bab VII  Pasal 145 beserta penjelasannya yang 
berbunyi bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan 
lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan 
perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai 
prasarana dan sarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu 
pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak 
dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Setelah Undang-undang 
ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan 
seperlunya. Dan untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan 
Undang-Undang ini dilakukan secara bertahap dalam waktu selambat-





Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar (dahulu Ujung 
Pandang) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 
1990 tanggal 30 Oktober 1990. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
(dahulu Ujung Pandang) merupakan salah satu dari 5 (lima) pengadilan 
tingkat pertama yang pertama kali dirintis dalam lingkup Peradilan tata 
Usaha Negara, yaitu antara lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara 
Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dahulu Ujung Pandang) 
secara resmi beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang 
Penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
Perlu pula diketahui bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Penerapan UU 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya 
merupakan landasan opersional Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Makassar, tetapi juga merupakan landasan operasional ke-5 Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) yang dirintis untuk pertama kalinya 
sebagaimana tersebut di atas. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut 
maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Peradilan 
Tata Usaha Negara (HUT Peratun) yang diperingati setiap tahun oleh 
jajaran Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di seluruh Indonesia. 
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Pada awalnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dahulu Ujung 
Pandang) beroperasi atau berkantor pada gedung yang sama dengan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang beralamat di  Jl. Andi 
Pangerang Pettarani No. 45 Makassar. Dan baru pada tanggal 26 
Desember 1992 diresmikan gedung baru Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar oleh Menteri Kehakiman RI Bapak Ismail Saleh, SH., yang 
terletak di Jl. Raya Pendidikan No.1 Makassar. 
Pada awalnya Wilayah Hukum (wilayah kerja) Pengadilan TUN 
Makassar meliputi 10 Provinsi, yaitu : 
1. Provinsi Bali 
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
4. Provinsi Timor Timur 
5. Provinsi Sulawesi Selatan 
6. Provinsi Sulawesi Tengah 
7. Provinsi Sulawesi Tenggara 
8. Provinsi Sulawesi Utara 
9. Provinsi Maluku 
10. Provinsi Irian Jaya 
Namun dari tahun ke tahun Wilayah Hukum (wilayah kerja) 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi berkurang dan sekarang 
hanya khusus Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, hal 
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ini terjadi karena pada setiap provinsi telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
VISI : 
“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung” 
MISI : 
a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan 
dan Modern; 
b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam 
Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat; 
c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan 
Efisien; 
d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang 
Efektif dan Efisien; 
e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan 
Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku. 
3. Proses/Alur Pemeriksaan Persiapan 
Proses persidangan di pengadilan tata usaha Negara secara garis 
besar ada 3 yaitu :42 
a. Pendaftaran gugatan  
b. pemeriksaan persiapan 
                                                          
42 Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
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c. sidang terbuka untuk umum mulai dari pembacaan gugatan, 
penyampaian jawaban sama dengan perdata duplik, bukti surat, 
saksi,  kesimpulan , hingga putusan. 
Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. 
Proses berpekara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap 
sebagai berikut :43 
a). Pemeriksaan Pendahuluan 
1. Pemeriksaan administrasi  di Kepaniteraan 
2. Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986) 
3. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986 
b). Pemeriksaan Persidangan 
1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986) 
2. Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986) 
3. Replik (Pasal 75 ayat 1 UU No.5/1986) 
4. Duplik (Pasal 75 ayat 2 UUNo.5/1986) 
5. Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986) 
6. Kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 UU No.5/1986) 
7. Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986) 
 




c).    Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986) 
1. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum 
2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada 
waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua 
sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat 
kepada yang bersangkutan. 
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum 
d).  Materi Muatan Putusan (Pasal 109 UU No.5/1986) 
1. Kepala Putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA 
2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat 
kedudukan para pihak yang bersengketa 
3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas 
4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa 
5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan 
6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara 
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, 
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak 
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e).   Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 UU No.5/1986) 
1. Gugatan ditolak 
2. Gugatan dikabulkan 
3. Gugatan tidak diterima 
4. Gugatan gugur 
f).    Amar tambahan dalam putusan PERATUN (Pasal 97 ayat 8 & 9 UU 
No.5/1986) 
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan 
tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh 
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata 
Usaha Negara. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berupa: 
1. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan 
2. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan 
keputusan Tata Usaha Negara yang baru 
3. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 
3. 
g).     Cara Pengambilan Putusan (Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU 
No.5/1986) 
1. Putusan dalam Musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua 
Majelis merupakan hasil Permufakatan Bulat, kecuali jika setelah 
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diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai 
permufakatan bulat Putusan diambil dengan suara terbanyak 
2. Apabila Musyawarah Majelis Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai 
musyawarah majelis berikutnya 
3. Apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil 
suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang 
menentukan. 
h).    Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa TUN 
Jangka waktu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah 
maksimal 6 bulan (SEMA No. 03 Tahun 1998 Tertanggal 10 September 
1998). Apabila penyelesaian lebih dari  6 bulan Hakim/Majelis  Hakim 
melaporkan kepada Mahkamah Agung (MA) disertai alasan-alasan. 
i).   Minutasi Putusan (Pasal 109 ayat 3 UU No.5/1986) 
Putusan harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan 
Panitera/Panitera Pengganti yang turut bersidang  selambat-lambatnya 30 
hari sesudah Putusan diucapkan. 
j).    Pelaksanaan Putusan (Pasal 116 UU No.51/2009) 
1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh 
panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang 
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mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan 
tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan 
hukum lagi. 
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, 
dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan 
putusan pengadilan tersebut. 
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat 
yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran 
sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. 
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak 
setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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6. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut 
melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan 
rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, 
dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi 
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4.4.     Analisis Permasalahan 
4.4.1.  Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Sertipikat Ganda 
 Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana penting untuk 
terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia, akibat hukum 
dari pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak 
yang lazim dikenal dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas tanah. Sertipikat 
tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan bagi pemegang 
hak yang bersangkutan.  
Namun dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertipikat 
tanah, tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di 
atas sebidang tanah yang sama atau dinamakan sertipikat ganda. Adapun 
faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda berdasarkan kasus sertipikat 
ganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3. Faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda berdasarkan 
kasus sertipikat ganda 
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Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar 
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 Menurut Kepala Seksi Konflik Sengketa Kantor Pertanahan Kota 
Makassar bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda 
yaitu :  
“faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda 
yaitu faktor teknis dalam hal ini system pemetaan seharusnya ada 
sarana peta, seyogyanya system pemetaan lebih dahulu dilakukan 
sebelum terbit sertipikat, kemudian persoalan dokumentasi dan data 
tanah di kelurahan, kenakalan atau oknum dari Badan Pertanahan 
Nasional itu sendiri, dan adanya itikad tidak baik dari masyarakat itu 
sendiri”. 
Menurut Muhammad Iqbal. M, SH selaku Hakim Kantor Pengadilan 
Tata Usaha Negara Kota Makassar bahwa faktor-faktor penyebab 
terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu : 
“Kesalahan paling sering ada di bpn karena ini kan data-data lama 
sebernya tahun 1971, jadi tidak adanya data-data mengenai hak 
diatas tanah yang sudah lama itu salah satunya, tahun 1971 kan 
belum ada komputerisasi, kalaupun ada kita harus tau dulu kira-kira 
tahun 1971 ini datanya kemana,di bpn sendiri terkadang tahun 1990 
saja kalau kita minta data-datanya bpn mengatakan kita tidak 
menemukan datanya berati belum tertata sistem administrasi 
dokumentasi tanah di bpn, itu faktor utama sebenarnya. Karena 
seandainya pertanahan mempunyai data-data hak lama atas suatu 
lahan itu sertipikat ganda tdk akan terjadi, karena pasti pada saat 
seseorang misalnya mau bermohon di atas tanah ini pertanahan 
melakukan pengecekan terhadap data-data yang sudah lama, 
jangan tidak boleh diatas tanah ini sudah ada sertipikat diatasnya 
bpn kan hanya sebatas mendata tanah yang sudah didaftarkan di 
pertanahan itu faktor utama, Kemudian faktor yang lain salah satu 
adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai lokasi tanah yang 
dimilikinya berdasarkan alas hak yang dipegang”. 
Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat 
ganda antara lain : 
1. Dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak 
memperhatikan tanah yang dimilikinya dan tidak dimanfaatkan 
80 
 
dengan baik sehingga dapat di ambil alih oleh orang lain yang 
mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena merasa bahwa tanah 
tersebut adalah tanah kosong yang tidak ada pemiliknya padahal 
tanah tersebut telah memiliki sertipikat yang telah terbit sebelumnya. 
Bukan hanya disebabkan tanah tidak perhatikan dan dimanfaatkan 
dengan baik oleh pemilik tanah tersebut tetapi juga terkadang kasus 
sertipikat ganda dapat terjadi dikarenakan oleh masyarakat itu 
sendiri atau pemilik tanah yang tidak mengetahui akan lokasi tanah 
yang dimiliki berdasarkan alas hak yang dipegangnya biasanya 
terjadi pada kasus tanah pemberian atau warisan dari orang tua 
pemilik tanah tersebut. Karena ingin mendaftarkan Sertipikat Hak 
Milik dan ingin diterbitkan sertipikat tanahnya, dank arena pemilik 
tanah tidak mengetahui lokasi tanahnya, maka pemilik tanah hanya 
memperkirakan lokasi tanahnya yang berdasarkan rinci yang ada 
maka diukurlah lokasinya yang dianggap sebagian tanahnya adalah 
lokasi tanah pemilik tanah tersebut tetapi ternyata telah memiliki 
sertipikat. Dan faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda 
yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri atau pemilik tanah yaitu 
adanya itikad tidak baik dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri 
seperti contoh bahwa pemilik tanah yang telah memiliki sertipikat 
menggadaikan sertipikat tanahnya di Bank dan menjual rincinya 
kepada orang lain, dan orang lain tersebut membuat surat pengantar 
untuk diterbitkan sertipikatnya berdasarkan dasar akta jual beli yang 
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dipunya tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki 
sertipikat sehingga terbitlah sertipikat diatas sertipikat, serta adanya 
itikad tidak baik dari masyarakat itu sendiri yang mengkalim tanah 
Negara yang dianggap tanah kosong dan meminta diterbitkan 
sertipikat tanahnya. 
2. Dari pemerintah setempat atau Kelurahan, bahwa terjadinya kasus 
sertipikat ganda dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam artian 
sistem pemetaan dikarenakan masih kurang kelurahan yang 
memiliki peta atau sarana peta dan dikarenakan sarana pemetaan 
tanah baru baik pada tahun 1997 maka yang terjadi saat tanah diukur 
seharusnya pemetaan terlebih dahulu dilakukan baru kemudian 
diterbitkan sertipikat tanah, namun karena kondisi akhirnya yang 
terbit adalah sertipikat tanah terlebih dahulu baru kemudian 
dilakukan pemetaan. Seyogyanya sertipikat sebidang tanah belum 
bisa diterbitkan kalau belum tersedia sarana pemetaan atau sarana 
peta. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda selanjutnya 
adalah persoalan dokumentasi data tanah di kelurahan, untuk 
membuat sertipikat tanah harus terlebih dahulu memohon surat 
pengantar dari kantor kelurahan, namun yang terjadi dalam satu 
tanah yang sebelumnya telah memiliki sertipikat dan kemudian di 
klaim oleh orang lain dan meminta dibuatkan surat pengantar secara 
sporadik dari pihak kelurahan, karena terjadinya pergantian lurah 
maka lurah yang baru dan tidak mengetahui bahwa di tanah tersebut 
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telah memiliki sertipikat akan menerbitkan surat keterangan secara 
sporadik berdasarkan permohonan masyarakat untuk di terbitkan 
sertipikat tanahnya. Memang terkait dalam pengurusan 
sertipikat,harus ada pengantar dari kelurahan yang dibubuhi tanda 
tangan lurah dan Ketua RT/RW, namun karena terjadi pergantian 
lurah dan lurah yang baru tidak menjalin komunikasi dengan lurah 
sebelumnya atau Ketua RT/RW jadi pada saat penandatangan 
berkas maka dengan mudah untuk membuatkan surat keterangan 
secara sporadik tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah 
memiliki sertipikat tanah atau belum. Belum lagi kasus-kasus tanah 
yang tidak terdaftar nomor persil dan nomor kohirnya pada buku 
Kelurahan tetapi tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak yang 
bersangkutan karena seharusnya untuk mengeluarkan surat 
keterangan secara sporadik terlebih dahulu dilakukan pengecekan 
nomor persil dan nomor kohir pada Buku F Kelurahan, tetapi belum 
semua kelurahan yang memiliki Buku F sebagai tanda bukti 
terteranya nomor persil dan kohir atau sebagai acuan dan alat 
penyaring sebelum dikeluarkannya surat keterangan secara 
sporadik oleh Kelurahan. 
3. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda selanjutnya yaitu 
dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak 
diatas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah apalagi sistem 
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komputerisasi baru saja diterapkan dan belum lagi data-data tanah 
atau warkah tanah di badan pertanahan nasional dinyatakan hilang 
atau tercecer yang membuktikan bahwa masih beum tertatanya 
sistem administrasi dokumentasi tanah di Kantor Kementrian Agraria 
dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).selain itu 
terdapat oknum-oknum di Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan 
mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam 
faktor seperti adanya kekeliruan dalam menerbitkan sertipikat tanah 
baik itu jenis sertipikat tanah hak milik, hak guna bangunan maupun 
hak guna usaha yang seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah 
di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulu melihat pada buku 
induk tanah sebagai acuan telah diterbitkannya sertipikat tanah atau 
belum. 
4.5.    Kasus Posisi 
4.5.1. Terjadinya Kasus Sertipikat Ganda Pada SHM Nomor : 45 Tahun    
1971 
Berikut ini penulis kemukakan mengenai salah satu putusan Majelis 
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar : Nomor : 
26/G/2014/P.TUN. Mks, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Maret 2014, yang diperbaiki pada 
tanggal 28 April 2014. 
84 
 
Terdapat tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 
Tahun 1971, Tanggal 17 Agustus 1971, gambar situasi Nomor : 222, 
Tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 m2 yang terletak di Desa 
Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang, 
sekarang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Andi 
Maddusila Bin Andi Idjo (penggugat) yang telah dikuasai oleh penggugat 
sejak tahun 1958 sampai sekarang secara terus menerus dan telah 
membuat pagar tembok diatasnya dan telah terbit Sertipikat Hak Milik, 
berdasarkan surat pemberian tertanggal 23 juni 1958 yang dibuat oleh Andi 
Idjo Karaeng Lalolang (ayah penggugat) yang menerangkan bahwa selaku 
pemilik tanah di kampung Pampang, dahulu termasuk kekuasaan 
pemerintahan distrik mangasa daerah swatantra tingkat II Gowa dengan 
Nomor Persil 4.DVV.11, Nomor Kohir 12 C1 dan Nomor Buku 16, terletak 
di pinggir jalan menuju maros dekat sungai kecil Pampang seluas + 5 Ha, 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
• Utara berbatasan dengan jalan setapak/pemukiman warga; 
• Timur berbatasan dengan jalan Inspeksi/Perumahan Warga 
dan Wisma Benhill; 
• Selatan berbatasan dengan jalan Urip Simoharjo; 
• Barat berbatasan dengan Kantor Jamsostek, H. Kamu, H. 




Menurut pengakuan Bapak Andi Maddusila Bin Andi Idjo atau 
Penggugat bahwa : 
 
“Awal mula tanah tersebut merupakan tanah milik Kerajaan Gowa 
dan diwariskan dari bapak saya Andi Idjo Kepada saya dimana 
dahulunya disana adalah hutan nipa, lalu menjadi empang dan 
beberapa tahun kemudian wilayah tersebut dikembangkan dan 
ditimbun menjadi sebuah pemukiman, dengan luas tanah 
sebelumnya itu adalah seluas 5,1 Hektar, tetapi dilapangan 
sekarang karena banyak masyarakat mengambilnya jadi sekaranag 
sisa 3,5 Hektar”. 
 
Bahwa diatas sebagian dari tanah milik Andi Maddusila Bin Andi Idjo 
(Penggugat) yang telah bersertipikat Hak Milik tersebut, tergugat juga telah 
menerbitkan 8 (delapan) sertipikat masing-masing sebagaimana pada 
objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII dengan batas-batas 
sebagai berikut : 
• Utara berbatasan dengan Andi Maddusila Bin Andi Idjo 
(penggugat); 
• Timur berbatasan dengan jalan Inspeksi/Wisma Benhill; 
• Selatan berbatasan dengan jalan Urip Simoharjo; 
• Barat berbatasan dengan Kantor Jamsostek/H. Kamu 
Bahwa penggugat baru mengetahui diatas tanah milik penggugat yang 
telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 45 Tahun 1971, Tanggal 17 Agustus 
1971, Gambar Situasi Nomor : 222, tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 
51.797 m2 telah diterbitkan sertipikat oleh tergugat sebanyak 8 (delapan) 
objek sengketa, sehingga penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat 
keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : 
86 
 
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3141/Desa Panaikang, tanggal 13 
Januari 1992, Surat Ukur Nomor :  864 tanggal 15 April 1991 luas 
1.576 m2 atas nama Bambang Samijono. (Objek Sengketa I); 
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 811/Desa Panaikang, tanggal 30 
Nopember 1981, Surat Ukur Nomor :  3907 tanggal 27 Nopember 
1981 luas 3.341 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar 
santoso. (Objek Sengketa II); 
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Panaikang, tanggal 30 
Nopember 1981, Surat Ukur Nomor :  3906 tanggal 27 Nopember 
1981 luas 2.510 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar 
Santoso. (Objek Sengketa III); 
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Panaikang, tanggal 27 
Nopember 1981, Surat Ukur Nomor :  3905 tanggal 27 Nopember 
1981 luas 2.190 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar 
Santoso. (Objek Sengketa IV); 
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 
1991, Surat Ukur Nomor :  135 tanggal 8 Pebruari 1990 luas 791 m2 
atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso. (Objek 
Sengketa V); 
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 
Januari 1988, Surat Ukur Nomor :  3135 tanggal 7 Desember 1987 
luas 817 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso. 
(Objek Sengketa VI); 
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7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 
1970, Gambar Situasi Nomor :  164 tanggal 3 Nopember 1969 luas 
4.263 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso. (Objek 
Sengketa VII); 
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 
1978, Gambar Situasi Nomor :  992 tanggal 9 September 1977 luas 
6.504 m2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso. (Objek 
Sengketa VIII); 
Yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, 
sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 
53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang 
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara 
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang 
yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan 
itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau dengan tanpa disertai tuntutan 
ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. 
Dimana Tergugat dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara tidak 
meneliti terlebih dahulu data fisik dan data yuridis oleh karena sertipikat 
objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII tersebut diterbitkan 
diatas sebagian dari tanah milik Penggugat sehingga keberadaan sertipikat 
objek sengketa atas nama pemegang objek sengketa I sampai dengan 
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pemegang objek sengketa VIII yang ditempatkan diatas sebagian dari tanah 
milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik adalah tidak benar dan 
cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan berdasarkan gugatan 
penggugat yang memohon untuk dibatalkannya 8 (delapan) objek sengta 
dari Sertipikat Hak Milik atas nama 1. Bambang Sumijono dan 2.Umar 
Santoso. 
Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang 
menerbitkan sertipikat obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi bahwa sebelum bidang tanah 
diukur terlebih dahulu diadakan : 
a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan  
b. Penetapan batas-batasnya, dan melanggar Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas 
Ketelitian dan Asas Profesionalisme. 
Maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 
mengajukan alat bukti surat dan mengajukan 1 (satu) orang saksi dimana 
saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan orang tua 
penggugat tetapi saksi sebagai penggarap lokasi tanah tersebut sebelum 
orang tua penggugat meninggal dunia. Dan untuk menguatkan dalil-dalil 
bantahannya maka tergugat pun mengajukan alat bukti surat salinan 
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warkah tanah dari Sertipikat Hak Milik atas nama Bambang Sumijono dan 
Umar Santoso dan tidak menghadirkan saksi dalam hal ini.  
Berdasarkan wawancara penulis dengan Mantan Lurah Pampang 
Bapak Hj. Marzuki mengenai warkah tanah yaitu bahwa : 
“Selama saya menjabat mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 
2007 tidak ada yang mempermasalahkan tanahnya dan tidak ada 
yang mempertanyakan tanahnya kepada saya, saya juga tidak tahu 
menahu dengan Andi Maddusila, tetapi yang saya ketahui tentang 
kasusnya bahwa memang pernah terjadi kasus sertipikat ganda dan 
sertipikat atas nama Bambang Sumijono dan Umar Santoso telah 
dibatalkan karena tidak ada warkah tanah di Badan Pertanahan 
Nasional”.  
 
 Berdasarkan Penuturan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar bapak Hasanuddin, S.H bahwa : 
“Untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka harus ada 
warkah tanah berupa KTP dan lain sebagainya dan surat pengantar 
dari kelurahan, tetapi kalau orang memiliki tujuan tersendiri seperti 
menggadaikan di Bank dan dia mempunyai uang sudah pasti bisa 
membayar seseorang atau oknum untuk menerbitkan sertipikat 
tanahnya.”.  
 
Menurut keterangan saksi Atas Nama Syamsuddin Rapi : 
“Saya mengetahui letak SHM No 53/Panaikang di Pampang, 
Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, 
batas-batas lokasi tanah yang saya garap sebelah Utara perumahan 
masyarakat kampung Pampang, sebelah Selatan yaitu jalan Urip 
Sumoharjo dahulu jalan poros Maros, sebelah Timur sungai 
Pampang, sebelah Baeat yaitu Asrama Dwipayana dari orang tua 
Andi Maddusila bernama Andi Idjo, dan saya pernah melihat 
halaman depan SHM No. 45, warnanya kekuning-kuningan dan 
kebiru-biruan atas nama Andi Maddusila Bin Andi Idjo pada tahun 
2000-an dari tangan Andi Maddusila (Penggugat), seingat saya 
menggarap lokasi tanah tersebut, sejak tahun 1960-an sampai 
dengan 1989 karena disuruh secara lisan oleh paman saya yang 
bernama Daeng Gassing dan Daeng Nambung yang dahulunya juga 
sebagai penggarap tanah tersebut bersama penggarap lain yang 
luas tanahnya kira-kira 51.000 m2 lebih, yang saya tanami pohon 
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nipa, dan penggarap lainnya yaitu kepala kampung Pampang, 
seingat saya tidak ada pihak atau orang lain yang mengakui lokasi 
tanah tersebut dan saya tidak kenal tetapi pernah mendengar dan 
melihat papan bicara nama Bambang Sumijono sekitar 4 sampai 5 
tahun yang lalu, sedangkan terhadap Umar Santoso maupun Badora 
Bin Dondo saya tidak kenal, sepengetahuan saya penggarap tanah 
setelah tahun 1989 dilanjutkan oleh anak-anak penggarap dan 
pohon nipa ditebang di buat empang serta yang memasang papan 
bicara adalah H.Kamu dengan Bambang Sumijono. Untuk Bambang 
Sumijono saya tidak pernah melihat orangnya dan yang saya ketahui 
dia sudah kabur ke Jakarta”. 
  
Sama halnya pernyataan Penggugat Andi Maddusila : 
 
“Bambang Sumijono telah kabur ke Jakarta karena meminjam uang 
di Bank dengan menjaminkan sertipikat yang dimilikinya dan bekerja 
sama dengan pihak Bank Liquidasi setelah mengetahui bank 
tersebut menerima bantuan dari Bank Indonesia dan setelah 
menerima uang yang berkisar ratusan Milyar, Bambang Sumijono 
sekeluarga tidak diketahui jejaknya.” 
 
Menurut pernyataan H. Nompo selakun ketua RT 01 yang tinggal di 
samping lokasi tanah tersebut menyatakan bahwa : 
“Dari dulu tanah kosong, pemiliknya yang dia ketahui adalah atas 
nama bambang sumijono, Bambang Sumijono adalah orang jakarta 
seorang pengusaha, informasinya dia membeli tanah dari warga 
Pampang dan awal kepemilikan tanah adalah bapak dari Bambang 
Sumijono yaitu Tiaho Bin Sampara, karena saya disini sudah sejak 
tahun 1969, saya juga pernah melihat salah satu sertipikatnya hanya 
saja saya lupa luasnya berapa, kalau saya ketahui dahulu orang cina 
yang punya tanah lokasi disitu, dan sering ganti-ganti kuasa,kalau 
menurut saya itu adalah sudah tanah negara, dan sertipikatnya 
bambang sumijono dia jaminkan ke bank”. 
 
Menurut keterangan Bapak Ir. Amir Ambo Tang selaku Ketua RW 01 
Keluarahan Pampang bahwa : 
“Memang beberapa tanah di Pampang sangat banyak yang 
bermasalah mulai dari yang tidak memiliki surat banyak tanah yang 





Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat 
maka Majelis Hakim meneliti dan mencermati serta memperoleh fakta-fakta 
hukum bahwa Asli Warkah Tanah dari Penggugat atas nama Andi 
Maddusila bin Andi Idjo, dan Asli Warkah Tanah atas nama Bambang 
Sumijono dan Umar Santoso tidak ditemukan oleh Badan Pertanahan 
Nasional, tetapi Sertipikat Hak Milik dari Penggugat yaitu Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 45 Tahun 1971, Gambar situasi Nomor : 222, Tanggal 12 
Agustus Tahun 1971 telah berkekuatan hukum tetap (incrakh van gewijde) 
dan Penggugat secara hukum berhak atas tanahnya dan secara 
konsekwensinya maka hukum harus melindunginya dengan segala 
perbuatan dan produk hukum apapun yang lahir di atas tanah dalam 
Sertipikat Hak Milik dari Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 
Tahun 1971, Gambar situasi Nomor : 222, Tanggal 12 Agustus Tahun 1971 
dianggap melanggar dan cacat hukum.  
 Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat telah memiliki kekuatan 
hukum tetap berdasarkan Putusan dan pernyataan dari Andi Maddusila 
selaku Penggugat bahwa : 
“Pada waktu sidang perkara, pihak Badan Pertanahan nasional 
hadir namun Bambang Sumijono tidak menghadiri persidangan 
hingga akhirnya pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengalami kekalahan 
sampai ketingkat Mahkamah Agung. Keputusan incrakh surat 
pengantar dari pengiriman keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap No. 28 G /2014 Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar. Tgl 26 Maret 2014, atas 
nama yang menggugat Andi Maddusila. Panitia Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar telah mengirimkan salinan keputusan 
Pengadilan Tata Usaha Makassar No. 26/G/2014 PTUN Makassar 
Tgl 23 Agustus untuk hasil keputusan No. 190/B/2014/PTUN 
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Makassar tgl 2 Januari 2015 telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap terlampir kepada nama Andi Maddusila Warga Negara 
Indonesia, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat di 
kompleks BPH, surat pengantar beserta pengiriman salinan. 
demikian dibuat oleh saya Yusuf, panitia Pengadilan Tata Usaha 
Makassar.” 
 
 Berdasarkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik bahwa pada Objek 
sengketa I, II, III, IV, V, VI, telah dibatalkan Berdasarkan Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor : 14 Pbt/BPN-73/2012 tanggal 25 Oktober 2012, dan pada objek 
sengketa VIII telah dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
570-520-13-53 tanggal 23-11-2005. Sehingga keseluruhan gugatan 
Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan bahwa sertipikat yang telah 
dibatalkan tidak boleh dibatalkan kembali, sehingga secara praktis objek 
gugatan penggugat tersisa satu Sertipikat Hak Milik Nomor : 53/Desa 
panaikang, tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor : 164 tanggal 
3 Nopember 1969 luas 4.263 m2 atas nama 1. Bambang Sumijono, 2. Umar 
Santoso (Objek Sengketa VII). Dan dengan dasar hukum dan bukti yang 
dimiliki penggugat maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 53/Desa panaikang, 
tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor : 164 tanggal 3 Nopember 
1969 luas 4.263 m2 atas nama 1. Bambang Sumijono, 2. Umar Santoso 
(Objek Sengketa VII) dinyatakan batal dan secara hukum beralasan bagi 
majelis hakim untuk mewajibkan tergugat dalam hal ini Kantor Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 
mencabut Sertipikat Hak Milik Tersebut.  
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 Berdasarkan pernyataan dari Andi Maddusila (penggugat) bahwa :  
 
 “Sertipikat Bambang Sumijono telah dibatalkan dan dengan 
kalahnya BPN, terbukti bahwa oknum BPN yang bersalah dan 
bukan Lembaganya, saya juga telah mengurus di BPN pusat untuk 
menerbitkan sertipikat sesuai dengan lokasi yang ada di lapangan 
karena dulu seluas 5,1 Hektar kemungkinan sekarang telah 
berubah menjadi sekitart 3,5 Hektar karena telah banyak 
pemukiman warga yang didirikan diatas tanah tersebut”.  
 
4.5.2   Putusan Majelis Hakim  
I. DALAM EKSEPSI : 
• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; 
II. Dalam Pokok Perkara : 
1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan 
tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 53/Desa panaikang, 
tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor : 164 tanggal 3 
Nopember 1969 luas 4.263 m2 atas nama 1. Bambang Sumijono, 2. 
Umar Santoso; 
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara 
yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 53/Desa panaikang, tanggal 28 
Februari 1970, Gambar Situasi Nomor : 164 tanggal 3 Nopember 
1969 luas 4.263 m2 atas nama 1. Bambang Sumijono, 2. Umar 
Santoso; 
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya; 
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). 
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4.6. Penyelesaian Kasus Sertipikat Ganda di Kota Makassar 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa 
pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban 
masingmasing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang 
mereka atau pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) tempuh adalah musyawarah. Begitu juga 
dalam sengketa sertifikat ganda, Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga berwenang melakukan 
negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa 
dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak.44 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kementrian Agraria 
dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) : 
“Keterlibatan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian kasus sertipikat 
ganda adalah sebagai tergugat karena Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan 
Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara, melalui proses Administrasi berupa 
penerbitan Sertipikat Hak Milik, jika terjadi kasus sertipikat ganda, 
penyelesaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni Mediasi atau 
upaya Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dengan memanggil kedua belah pihak 
untuk saling mencari solusi win-win solution. Namun bila tidak 
terdapat jalan keluar maka penyelesaian di lakukan melalui proses 
pengadilan dimana Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku tergugat dan 
apabila telah batal salah satu sertipikat oleh Pejabat Tata Usaha 
                                                          
44 Elza Syarief, Op cit., hlm 276 
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Negara (PTUN) maka Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di minta untuk mencabut 
sertipikat yang telah di batalkan melalui proses persidangan”. 
 Proses mediasi tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Pasal 12 ayat 
5 bahwa dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil 
inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui 
Mediasi.  
Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi maka mediasi 
dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi 
kebaikan semua pihak.  
(1) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  
(2) Mediasi bertujuan untuk:  
a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis;  
b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;  
c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan 
Konflik; 
d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, 
dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan  




Proses penyelesaian kasus sertipikat ganda apabila tidak dapat 
diselesaikan melalui proses mediasi maka proses penyelesaian yang 
dilakukan yaitu melalui jalur pengadilan atau dinamakan proses litigasi. 
Berdasarkan contoh kasus tersebut diatas dalam proses 
penyelesaiannya tidak melalui proses mediasi dikarenakan salah satu pihak 
lawan dari penggugat tidak hadir dalam persidangan. Menurut pernyataan 
Andi Maddusila (penggugat) bahwa : 
“sepanjang proses penyelesaian kasus ini tidak ada proses mediasi, 
dari pihak saya ingin melakukan damai tetapi keberadaan Bambang 
Sumijono tidak diketahui dan BPN tidak bisa membuat keputusan, 
namun BPN ikut dalam kasus ini karena perlunya atas nama 
Bambang Sumijono hendak dibatalkan”. 
 
Untuk meminimalkan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat 
ganda, maka dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan 
masyarakat antara lain adalah :45 
1. Menelaah dan mengelolah data untuk menyelesaikan perkara di 
bidang pertanahan.  
2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, 
menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, 
memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang 
diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum 
yang merugikan negara.  
3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan. 




4. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai 
penyelesaian sengketa atas tanah.  
5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas 
tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan 
peradilan.  
6. Mendokumentasi.  
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan 
menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk 
juga sengketa sertifikat ganda yaitu :46 
1. Sengketa tanah biasanya diketahui oleh Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari 
pengaduan.  
2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasikan masalah. 
Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN 
atau tidak.  
3. Jika memang kewenangannya, maka Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meneliti masalah 
untuk membuktikan kebenaran pengaduan serta menentukan 
apakah pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut.  
                                                          
46 Ibid., hlm 277 
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4. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data 
fisik administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil 
langkah berupa pencegahan mutasi (status quo).  
5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan 
beberapa unit kerja. Jika bersifat politis, sosial, dan ekonomis maka 
tim melibatkan institusi berupa DPR atau DPRD, departemen dalam 
negeri, pemerintah daerah terkait.  
6. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan 
rekomendasi penyelesaian masalah Dalam prakteknya, 
penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya dilakukan 
oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi juga bisa diselesaikan oleh 
lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika 
diperadilan umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai 
perdata dan pidana dalam sengketa pertanahan, lain halnya dengan 
peradilan tata usaha negara yang menyelesaikan sengketa 
pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang 





Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini 
sertifikat ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:47 
1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah 
dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam pancasila sebagai 
dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan dalam Undang-
undang Dasar 1945. Musyawarah dilakukan diluar pengadilan 
dengan atau tanpa mediator. Mediator biasanya dari pihakpihak 
yang memiliki pengaruh misalnya Kepala Desa/Lurah, ketua adat 
serta pastinya Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyelesaian 
sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu syaratnya adalah 
bahwa sengketa tersebut bukan berupa penentuan tentang 
kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau 
menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa, dan 
diantara pihak bersengketa memiliki kekebaratan yang cukup erat 
serta masih menganut hukum adat setempat. 
2. Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Arbitrase 
adalah penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter 
(hakim) yang diangkat berdasarkan kesepakatan/persetujuan para 
pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat 
dan final.  
3. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan Sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya penyelesaian 
                                                          
47 Ibid., hlm 375 
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sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan diserahkan 
ke peradilan umum, terhadap sengketa keputusan Badan 
Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan 
sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. 
Berdasarkan penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga 
penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi dan lembaga non 
litigasi, sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu tidak dapat 
menyelesaikan masalah sengketa pertanahan secara tuntas dalam 
waktu yang singkat, malah cenderung berlarutlarut. Faktanya, 
proses mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional tidak 
mampu menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada saat ini untuk 
itulah mengapa BPN sangat sulit untuk mewujudkan seluruh visi, 
misi dan program-program strategis yang diembannya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Makassar:  
“Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) , hanya sebatas 
memeriksa penerbitan Sertipikat Hak Milik itu tidak melihat siapa yg 
punya dan itu kewenangan peradilan umum dalam hal ini perdata. 
Hubungan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan 
pihak-pihak kepentingan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan 
yang melaksanakan pengawasan secara yuridis dalam artian 
pengawasan melalui proses hukum, jadi kalau dikatakan 
berhubungan yang berhubungan itu yang berkepentingan dengan 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) nanti kalau ada sengketa baru ke pengadilan 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kalau tidak ada sengketa 
tidak ada hubungannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) jadi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu, kalau tidak 
ada sengketa tidak sidang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
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tidak punya hierarki langsung dengan Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena yang harus 
dibedakan Badan Pertanahan Nasional kan eksekutif , Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) yudikatif ini ada dua lembaga yang tidak 
punya garis hierarki jadi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
hanya berfungsi sebagai pengawasan secara yuridis. 
pengawasannya yaitu dalam putusan  jadi tidak ada hierarki perintah 
kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertipikat. Dipanggil 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kalau 
ada gugatan”.  
Adapun prosedur pembatalan sertipikat antara lain : 
Prosedur pembatalan sertipikat pembatalan suatu keputusan ada 2 
cara yaitu :  
1. Melalui pengadilan; 
2. pejabat itu sendiri yg mencabut. Mengenai proses pengadilan, 
setelah pengadilan incrach atau berkekuatan hukum tetap 
maka BPN mengeluarkan surat pencabutan. Kalau tidak 
dilakukan pencabutan artinya tetap teregister , jadi harus di 
batalkan kemudian di cabut agar dihilangkan. 
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dimana 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha 
Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.  Dalam hal suatu Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif 
sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. 
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 





Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kolaboratif dalam 
Penyelesaian Sertipikat Ganda di Kota Makassar. Pada bab ini diuraikan 
kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap 
sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada 
penulisan selanjutnya. 
1.1. Kesimpulan 
a. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda  
Ada banyak faktor terjadinya kasus sertipikat ganda namun yang 
sering menyebabkan kasus sertipikat ganda adalah dari masyarakat atau 
pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya, 
masyarakat itu sendiri atau pemilik tanah yaitu adanya itikad tidak baik dari 
masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri. Dari Pemerintah setempat atau 
Kelurahan, bahwa terjadinya kasus sertipikat ganda dapat disebabkan oleh 
faktor teknis dalam artian sistem pemetaan dikarenakan masih kurang 
kelurahan yang memiliki peta atau sarana peta, persoalan dokumentasi 
data tanah di kelurahan. Selanjutnya yaitu dari Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan tidak adanya 
data-data mengenai hak diatas tanah yang sudah lama berupa warkah 
tanah, selain itu terdapat oknum-oknum di Kantor Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan mudah 
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menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam faktor yang 
seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kantor Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus 
terlebih dahulu melihat pada buku induk tanah sebagai acuan telah 
diterbitkannya sertipikat tanah atau belum. 
b. Kolaborasi atau Keterlibatan Lembaga Berwenang dalam 
Penyelesaian Sertipikat Ganda 
 Dalam hal penyelesaian kasus sertipikat ganda terdapat dua cara 
penyelesaian yaitu melalui proses mediasi di Kantor Kementrian Agraria 
dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN)  memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya dan 
mencarikan solusi atau win-win solution, namun apabila tidak terdapat jalan 
keluar melalui proses mediasi maka di lakukan penyelesaian melalui proses 
litigasi atau penyelesaian kasus di pengadilan, dimana dalam hal ini 
keterlibatan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) adalah sebagai tergugat karena telah mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan apabila telah ada keputusan 
dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan salah 
satu sertipikat tidak sah maka Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan 
kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 





Seharusnya kasus sertipikat ganda setiap tahun dapat berkurang 
dan diharapkan akan tidak terjadi lagi kasus serupa apalagi telah ada 
system komputerisasi di Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), dan diharapkan dalam proses pendaftaran 
sampai proses penerbitan sertipikat harus sesuai prosedur administrasi 
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